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—
Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI KAMPAR,

Bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2019

tentang Sistem Online Pajak Daerah belum

mengakomodir kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga

perlu dilakukan perubahan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Peeraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Sistem

Online Pajak Daerah,

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

ng
—
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

4.

5.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan .

—

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negata Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5590),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonsia Nomor 5950):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

6.

7.

8.
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten

Kampar Tahun 2011 Nomor 2),
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun

2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 3):
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun

2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2011 Nomor 6),

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah

Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2018 Nomor 2),

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun
2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kampar
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2018 Nomor 3),

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun
2011 "Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 9),
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun

2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 10j,
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Menetapkan :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun

17.

18.

19.

2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 3):
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2019 Nomor 1),
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten

Kampar Tahun 2011 Nomor 13),
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah

Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 14),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor

28 Tahun 2019 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 28), diubah

sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 14
Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan data
transaksi Wajib Pajak dilarang :

a. mengubah data dan jaringan Sistem Online Data
Transaksi Pembayaran dengan cara dan dalam bentuk
apapun,

b. merusak, membuat tidak berfungsi, tidak
beroperasinya, menghasilkan sebagian atau seluruh
perangkat, sistem informasi dan jaringan Sistem
Online Data Transaksi Pembayaran yang telah
terpasang,

c. menggunakan perangkat, sistem informasi dan
jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran
milik Badan Pendapatan Daerah atau pihak ketiga
diluar peruntukannya, dan/atau

d. mengalihkan perangkat,sistem informasi dan jaringan
Sistem Online Data Transaksi Pembayaran milik Badan
Pendapatan Daerah atau pihak ketiga kepada Pihak
lain tanpa seizin Kepala Badan Pendapatan Daerah.

. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB2.

yakni BAB VA dan diantara Pasal 14 dan Pasal 15

disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
SANKSI

Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni
Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1) Wajib Pajak Daerah yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan
sanksi administratif berupa :
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(2)

C.

d.

e.

teguran lisan,

teguran tertulis,
penghentian sementara kegiatan usaha,
pencabutan Izin Usaha: dan

penutupan usaha.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a. teguran lisan diberikan oleh Kepala Badan
berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat

atau alat bukti lain yang dapat
dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu

paling Iama 7 (tujuh) hari kalender,
apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak dipenuhi, maka Kepala Badan
memberikan teguran tertulis dengan jangka waktu

paling lama 3 (tiga) hari,
apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud

pada huruf b tidak dipenuhi, maka Kepala Badan
memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka
waktu paling lama3 (tiga) hari,
apabila teguran tertulis kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka

Kepala Badan memberikan teguran tertulis dengan
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari,

apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada huruf d tidak dipenuhi, maka
Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

penghentian sementara kegiatan usaha untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari:
apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam huruf d, sudah terlampaui wajib
pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
maka Bupati melakukan pencabutan izin usaha
wajib pajak, dan

pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud
dalam huruf f ditindaklanjuti dengan penutupan
lokasi usaha oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI KAMPAR,
ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bang:-'nang
pada tanggal 1 Oktober 2021

— SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd
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